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BUPATI PEMAIANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL, YANG
MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

b.

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta proses
kaderisasi dalam kesinambungan kepemimpinan, Pegawai Negeri Sipil
perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menduduki

© jabatan struktural esclon II sesuai dengan kompetensi dan persyaratan

jabatan yang ditentukan, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor $§
Tahun 2005 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri
Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Kcputusan Bupati Pemalang
Nomor 8 ‘lahun 2005 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun
Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon 1T di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan
Pensiun Janda/Duda Pugawai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2906) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 30, Tambahan 1 embaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4437 );
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Menetapkan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3149), sebagaimana . telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Repablik Indonesia ‘lahun 2000 Nomor 33 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194 )e

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, P:mindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi Pcrangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Dacrah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36)
scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 38 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2002 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN
BUPATI PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG
PERPANJANGAN BAI'AS USIA PENSIUN PEGAWAL NEGERI SIPIL
YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON I DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki
Jabatan Struktural Fsclon 1l di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemazlang.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka usul perpanjangan batas
usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural
eselon II yang mendasarkan Keputusan Bupati*Pemalang Nomor 8 Tahun
2005 dan Dbelum mendapat keputusan dari Pejabat yang berwenang,
dinyatakan ditolak.
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Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang,

Ditetapkan di Pemalang
padatanggal 1 Juli 2005

- BUPATI PEMALANG

l

H. M. MACHROES

Diundangkan.di Pemalang
pada tanggal 1 Juli 2005

""w“imus DAERAH

A

" BERITA DAERAH KABUPATEN PRMALANG TAHUN 2005 NOMOR 2
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